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Konsep pendekatan restorative justice:

� suatu pendekatan

o lebih menitik beratkan padakondisi terciptanya

� keadilan dan

� keseimbangan bagi pelaku tindak pidanasertakorbannya.

� Mekanisme tata acaradan peradilan pidana

o pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi

untuk menciptakan kesepakatan

atas penyelesaian perkarapidanayang lebih adil dan seimbang bagi pihak
korban dan pelaku.

� menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban

� kerangkaberfikir baru

o dalammerespon suatu tindak pidanabagi penegak hukum



tindak pidanalingkungan hidup:

� aspek korban menjadi elemen yang menjadi perhatian utama

karena

lingkungan yang menjadi korban merupakan ekosistem yangmenjadi tempat tinggal makhluk hidup,

jika

dalam penyelesaiannyahanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku maka kepentingan
terhadap perbaikan lingkungan akan terabaikan.

Meskipun:

restorative justice dalamkasus tindakpidana lingkungan

masih adasejumlah persoalan hukumyangmenjadi perdebatan

o apakah semua tindakpidanalingkungan dapat diselesaikan dengan restoratif,

o bagaimanacaraatau metode yang digunakan untukmenerapkannyadalam sistem
peradilan pidana dan

o bagaimanaakibat hukumdari restorative justice terhadap status perkara lingkungan
tersebut.



Peluang menerapkan pendekatan keadilan restoratif:

secarafaktual dimungkinkan

karena

tindak pidana lingkungan menimbulkan korban

o bukan hanya dari anggota masyarakat saja tetapi lingkungan hidup
itu sendiri,

? secara hukum

� ada persoalan-persoalan yang membutuhkan jawaban secara
akademis

agar:

dalam penerapannya tidak menimbulkan masalah baru



ide

muncul sebagai reaksi dari:

� penanganan perkaradi pengadilan yang dipandang tidak adil dan kurang memberikan
manfaat ekologis.

� sanksi administrasi yang dipandang belum efektif

karena

faktor kepatuhan penguruskorporasi pelaku tindak pidana yang rendah dan
lemahnyapengawasan pelaksanaan sanksi administrasi.

� upayamenjamin pengembalian kelelstarian fungsi lingkungan hidup yang rusak atau
tercemar.



dalil digunakan untuk menerapkan model RJ

dalam kasus lingkungan

� melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi
pelaku-korban;

� mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk
ganti kerugian dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup;

� mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;

� model ini telah banyak dikembangkan di banyaknegarauntuk
berbagai kejahatan.



Model pertemuan restoratif (restorative conferencing)

dapat menjadi saranamempertemukan

� kepentingan pelaku,
� korban (masyarakat dan lingkungan) serta

� otoritas terkait

o Kementerian Lingkungan,

o Dinas lingkungan Provinsi/kabupaten/kota dan

o penegak hukum
untuk

membentuk forum musyawarah mufakat (pertemuan restoratif) mencari solusi atas kerusakan

lingkungan yang diakibatkan perbuatan pelaku.

� efisiensi penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan serta tidak memakan waktu yang lama dan
berlarut-larut.

? perlu dilibatkan mediator

� yang terlatih dan

� mampu menghitung kerugian ekologis yang rusak dan tercemar akibat TPLH
secaraprofesional, obyektif dan transparan.



Pertemuan restoratif

memiliki ide yang secara konseptual bisa diterapkan dalam kasus lingkungan

oleh karena:

� satu metode yang merefleksikan keadilan yang telah diakui secara universal
dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara
maju.

� memandang tindak pidana bukan kejahatan terhadap negara/publik
melainkan kejahatan terhadap korban (bisa berbentuk perseorangan atau
beberapa orang/kelompok)

� berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan
bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.

� dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi,
rekonsiliasi.



prinsip penerapan :

� membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.

� memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnyadi
samping mengatasi rasa bersalahnya.

� melibatkan parakorban

� menciptakan forumuntuk bekerjasamadalam menyelesaikan masalah.

� menetapkan hubungan langsung dan nyataantarakesalahan dengan reaksi sosial yang
formal.

hasil

� berusaha untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan tindak pidana

� aparat harus sekonsisten mungkin memegang nilai dan tujuan RJ



konsep RJ:

o menciptakan etik orientasi baru,

o membangun alternatifdari penghukuman atau tindakan,

o membuat model peradilan pidanayang menempatkan korban sebagai pusat,

o mendesain peradilan pidanayang bertujuan untuk memperbaiki luka,

o merestorasi kedamaian dan harmoni setelah terjadinyasuatu tindak pidana,

o mengkonstruksikan paradigma keadilan yang berkarakteristik berdasarkan kesukarelaan, dan

o untuk membangun model peradilan pidanayang bersifat de-profesionalitasaparat penegak
hukumserta pemberdayaan berbasis komunitasbagi pihak yang terkait dengan tindak pidana



tiga jenis kelompok dasar intelektual munculnyagerakan RJ:

� Dasar mengenai peradaban:

o sistem peradilan pidanakonvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak
pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.

� Dasar komunikasi:

o sistem peradilan pidanakonvensional meyakini bahwatindak pidanamerupakan perbuatan
melawan hukum negarayang akhirnya mengabaikan peran korban, di manaseharusnya
prosesnya melibatkan komunitas dan alternatif carapenyelesaian konflik.

� Dasar argumen soal moral:

o sistem peradilan pidanakonvensional membawa stigmapublik yang sifatnya menghancurkan
dan memecah-belah yang menghasilkan stigmayang hampir permanen, yang menyematkan
label pada pelaku tindak pidana, menghidupkan citradiri pelanggar, dan membuat pelaku sulit
untuk kembali menjadi warganegara yang taat.



Penerapan RJ yangdipromosikan:

� RJ diartikan sebagai paradigmaalternatif yangtidak sama sekali ataupun hanya sedikit mirip dengan sistem peradilan
pidana konvensional

� berdasarkan pandangan pragmatis:

o RJ harus diterapkan di luar sistemperadilan pidana.

� fokus gerakan reformis:

o SPPdapat dimodifikasi sesuai dengan prinsip, nilai, hasil, dan proses dari RJ

o berpegangpada fleksibilitasi kemungkinan yang luas, di manayangpalingrelatif mudah

� kampanye perkenalan mekanisme restitusi dan hukuman reparatif yangmenunjukkan hubungan yang
konstruktif dan manusiawi dalam rangka menangani pelaku tindakpidana

Pendekatan dari kelompokreformis:

diadopsi oleh PBB dalam menyusun The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters
yangdiadopsi pada 2002oleh United Nations Economic and Social Council.

penggunaan program restoratif

dapat digunakan dalamsetiap tingkat peradilan pidana pada hukum nasional masing-masingnegara.



The United Nations BasicPrinciples on the Use of RJ Programmes in Criminal Matters

pelaksanaan program-program restoratif ini pun secaraumumdapat dilaksanakan padatiap tahapan sistem
peradilan pidana.

� memiliki arti bahwapelaksanaan program RJ dapat dilaksanakan baik pada tingkat:

o penyelidikan/penyidikan ( ),

o tingkat penuntutan ( tetapi sebelumpersidangan),

o tingkat pengadilan (baik pada tahap persidangan maupun padatahap penjatuhan pidana), dan

o tahap eksekusi (termasuk alternatifpemidanaan selain penjara).

� pelaksanaan program-program

� tidakhanyadapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversi) saja

melainkan

juga dapat dilakukan di dalamtiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.

Penerapan RJ di luar sistem peradilan pidana

� memberikan efektivitas dan efisiensi yangtinggi bagi para pihakterkait, khususnyabagi para pencari keadilan



prinsip-prinsip RJ

� Kejahatan padadasarnyamerupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia

� RJ adalah proses membuat segalasesuatunya diusahakan agar dijalankan sebenar mungkin

� Secepat mungkin keselamatan korban, komunitas, dan pelaku diperhatikan serta terpenuhi, di manaRJ
memandang situasi ini sebagai “ momen pembelajaran” bagi pelaku.

� RJ merespons kejahatan sedari awal dengan secara maksimal bertumpu padakerja sama sukarela dengan
meminimalisasi paksaan karenapemulihan hubungan dan pembelajaran baru bersifat sukareladan
kooperatif.

� RJ menyadari bahwatidak semuapelaku akan memilih untuk bekerjasamadan bahwamereka yang memiliki
risiko keselamatan yang signifikan ditempatkan dalam setting yang menekankan pada keselamatan, nilai,
etika, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keberadaban.

� RJ mengakui dan mendorong peran lembaga masyarakat, dan membutuhkan tindak lanjut dan struktur
akuntabilitas



komponen inti yang menjadi nilai dasar dari RJ

� Inklusifitas ( ):

o pengakuan, penerimaan dari pendekatan alternatif;

� Pertemuan ( ):

o pertemuan, narasi, emosi, pemahaman kesepakatan;

� Perbaikan ( ):

o pemaafan, penghormatan, perubahan perilaku, restitusi ; dan

� Reintegrasi ( ):

o bantuan praktikal dan material, bimbingan moral dan spiritual.



Keadilan restoratif (RJ)

pendekatan dalampenanganan perkaratindak pidana yangdilakukan dengan melibatkan para pihakbaik
korban, pelaku, atau pihak yangterkait, dengan proses dan tujuan yangmengupayakan pemulihan, dan bukan
hanya pembalasan.

Prinsip Dasar RJ

� Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana tidak semata-matabertujuan untukmenghentikan
perkara.

� Restorative justice dapat dilakukan dalamsetiap tahapan proses peradilan pidana.

� Pelaksanaan restorative justice harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi,
mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial,
pendidikan, ekonomi.

� Pelaksanaan restorative justice harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari parapihak,
mulai dari pelaku, korban, maupun pihaklain yang terkait yangterlibat.

� Restorative justice berprinsip padakesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

� Pada kasus LH, penerapan restorative justiceharus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi LH



Kemungkinan menerapkan restorative justice

� Pasal 84UUPPLH

� Pasal 85UUPPLH

o tujuan penyelesaian lingkungan di luar pengadilan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian, pemulihan akibat
pencemaran dan perusakan lingkungan, tindakan tertentu dan tindakan pencegahan agar tidak
terulangnya pencemaran dan perusakan

o kasus lingkungan yang dapat diselesaikan dengan caradi luar pengadilan

kasus lingkungan perdata,

dalampraktekkasus lingkungan cenderung lebih banyak memenuhi unsur pidana,

masalah perdatahanya sebagai alternatif penyelesaian saja atau pilihan untuk menuntut
ganti rugi

secarafaktual kasusnyaadalah kasus pidana.

o tidaksesuai dengan penjelasan umumUUPPLHyangbahwa penegakan hukum pidanalingkungan tetap
memperhatikan asas ultimum remediumyangmewajibkan penerapan penegakan hukumpidana sebagai
upayaterakhir setelah penerapan penegakan hukumadministrasi dianggap tidak berhasil.



Asas dalamhukum pidana

dipandang sebagai sarana hukum terakhir apabilasaranahukumlain tidak dapat
menyelesaikan kasus lingkungan,

jikaPasal 85ayat (2) tidak memberlakukan penyelesaian sengketa lingkungan
terhadap tindak pidana lingkungan yang diatur dalamUPPLH

itu artinya

setiap tindak pidana lingkungan harus diselesaikan melalui peradilan pidanadan
menutup kemungkinan untuk diselesaikan dengan carayang lain seperti alternatif
penyelesaian sengketa.

? Hal ini bertentangan dengan asas yang menuntut hukum
pidana seharusnyadigunakan diakhir jikaproses perundingan (administrasi,
perdataalternatif penyelesaian sengketa) tidak berhasil.



dalam asas hukum pidana modern (termasuk dalam pidana lingkungan hidup)
dikenal 2 (dua) asas yang banyak digunakan:
- ultimum remedium

upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak
efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana

- primum remedium.
upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi
pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu
tindak pidana.

ultimum remedium:
hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum
lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

primum remedium
hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum

walaupun dalam delik materiil terpenuhi
tetapi peran hukum administrasi yang diutamakan atau didahulukan dan didorong
menyelesaikan masalah lingkungan.

Setelah upaya tersebut tidak efektif, maka hukum pidana didayagunakan atau
dioptimalkan.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



fungsi hukum pidana terhadap delik materiil

�

Hukum pidana sebagai pelengkap atau komplemen dari hukumadministrasi
atau perdata atau mediasi.

terhadap:

- kesalahan pelaku relatif berat dan/atau

- akibat perbuatannya relatif besar dan/atau

- perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat

maka

hukum pidana bukan lagi akan tetapi sudah

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,

perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten

menunjukkan bahwa asas pidana yang digunakan UU PPLH adalah asas Primum Remedium

karena lebih mengutamakan penerapan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelanggar
ketentuan lingkungan hidup untuk segera mengehentikan perbuatan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan efek jera kepada semua orang agar tidak
melakukan perbuatan yang sama.

penerapan asasultimum remedium

hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku
mutu air limbah, emisi dan gangguan.

� (Pasal 100 UUPPLH)

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



PASAL 99 AYAT (1) UUPPLH
TERKAIT

PASAL 22 ANGKA 32 UU CIPTA KERJA (Pasal 82 B ayat (2) dan (3) UUPPLH)

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH Pasal 82B ayat (2) dan (3) UUPPLH

“ Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku

mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).”

Penjelasan: Cukup jelas.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,

yaitu:

a． melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan

tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak bahaya kesehatan

manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi

administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan;

atau

a． menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya

dikenai sanksi administratif.

Penjelasan: Cukup jelas.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



Berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta K er ja
yang di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal
82B dan Pasal 82C

kemudian dikaitkan asas , serta ada dua perbuatan yang sama
mengatur sanksi yang berbeda, sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1)
UUPPLH dengan Pasal 82 ayat (3) UUPPLH,

dapat dikemukakan bahwa:
1) tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPL H setelah ber lakunya UU

C ipta K erja juga di atur dalam Pasal 83B ayat (2) dan (3) UU PPL H, yang berupa

2) T indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPL H (sebelum berlakunya
U U C ipta K erja), dengan berlakunya U U C ipta K erja menj adi pelanggar an administratif
sebagaimana di atur dalam Pasal 82B UU PPL H;

3) Dengan berlakunya U U C ipta K erja, ar ah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan (dalam hal ini UU PPL H) menerapkan asas
yakni penegakan hukum pidana sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya
terakhir

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



Setelah berlakunyaUUCipta Kerja:

Asas ultimumremedium:

Pasal 100 UUPPLH

Pasal 99ayat (1) UUPPLH,
melakukanperbuatan yang mengakibatkan dilampauinyabaku mutuudara ambien, baku mutuair, baku mutuair laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup yangtidak sesuai dengan Perizinan Berusahayangdimilikinya

dan

tidak mengakibatkanbahaya kesehatan manusia dan/atau lukadan/atau lukaberat, dan/ataumatinya orang

Asas Premum Remedium

Pasal 99ayat (1) UUPPLH, jika
melakukanperbuatan dilampauinya bakumutu udaraambien, bakumutu air, bakumutuair laut, ataukriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dan PerizinanBerusaha

dan

tidak mengakibatkanbahaya kesehatan manusia dan/atau lukadan/atau lukaberat, dan/ataumatinya orang

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



jika

terjadi perbuatan karena kelalaiannya

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udaraambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteriabaku kerusakan lingkungan hidup

dan

kemudian dengan berlakunyaUU Cipta Kerja (yang berdasarkan Pasal 186 UU Cipta Kerja yang

mengatur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku padatanggal diundangkan, yakni

tanggal 2 November 2020),

maka

diberlakukan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas , sehinggaproses

penegakan hukumpidana terkait Pasal 99 ayat (1) UUPPLHharusmerupakan upaya terakhir,

yang diutamakan yakni penegakan hukumadministrasi sebagaimanadi atur dalam Pasal 82B

ayat (3) UUPPLH.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS (Fakultas Hukum USU Medan) - Dr. Abdul Aziz Alsa, SH. MH. (Alsa Plus Mandiri - Jl. Karya Setuju no. 51 Medan)



sebaiknyaTPLH

� yangdiatur dalam UPPLHbisa diselesaikan melalui RJ dengan model pertemuan restoratif

argumentasi sebagai landasan pemikiran:

o Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup (administrasi, perdata dan pidana) dipandang tidak cukup adil,
cenderungmenguntungkan pelaku tindak pidana sehinggadipandangtidak efektif, tidakmemberikan efek
jera, tidak menghasilkan manfaat yangsegnifikan bagi lingkungan dan masyarakat.

o Sanksi pidanayangdijatuhkan pengadilan kepada pelaku perorangan maupun korporasi cukup ringan,
terdapat beberapaputusan hakim yangdijatuhkan di bawah standar minimumyang ditentukan dalamUUPPLH,
tidak menimbulkan daya jeradan menyebabkan tingkat recidive untukkasus lingkungan.

o Gugatan perdata yang dikabukan pengadilan tidaksesuai dengan nilai kerugian materiil yangdideritakorban
dan sulit untuk dieksekusi karenatergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.

o Sanksi administrasi yangdipandang bisaefektifdan efisien karenatidak perlu ada putusan pengadilan, dalam
praktik tidakberjalan sesuai harapan karenadalam pelaksanaannya minim pengawasan dari Pemerintah
Daerah atau Dinas Lingkungan terkait sehinggasanksi administrasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan
sebagian dan terjadi pengulangan pencemaran atau perusakan lingkungan.

o Model pertemuan restoratif menawarkan ide pemulihan, perbaikan lingkungan yangmemberikan manfaat
bagi masyarakat maupun lingkungan bukan penghukuman yangselama ini tidak menghasilkan keadilan dan
kemanfaatan dalam penegakan hukumpidana lingkungan



Persoalan yangmenjadi perdebatan

penerapan model pertemuan restoratif dalam menanggulangi kasus TPLH

� masalah akibat hukum pertemuan restoratif terhadap status perkara lingkungan apabilaperundingan itu mencapai
kesepakatan.

� mungkinkah hasil kesepakatan berupa perdamaian akan menghentikan perkara lingkungan.

� Masalah akibat hukum model pertemuan restoratif:

o pertanyaan masyarakat dan penegakhukum.

Akibat hukum ?

akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, peristiwa hukumdisebabkan oleh
perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum dapat melahirkan suatu hubungan
hukum, makaakibat hukum jugadapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan
oleh adanyasuatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

segalaakibat yangterjadi dari segala perbuatan hukumyangdilakukan oleh subyek hukum
terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yangdisebabkan karena kejadian-kejadian
tertentu oleh hukum ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.



Model RJ dalam penegakan hukum pidanauntuk menanggulangi TPLH

� model Pertemuan Restoratif (RestorativeConferencing),

sebuah model yang membutuhkan partisipasi dari pelaku (individu/korporasi), korban (masyarakat
dan lingkungan), mediator, penyidik Polri dan PPNS secarasukarelauntuk mencari kesepakatan
perdamaian. Keberhasilan model pertemuan restoratif berupa

.

Kesepakatan:

� Ganti kerugian kepada masyarakat

� Tindakan pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan/pencemaran

� Tindakan tertentu untuk mencegah perusakan/pencemaran

� Tindakan pencegahan timbulnyadampak negatif terhadap lingkungan hidup.

jikapertemuan restoratif mengalami kegagalan

makakorban (individu/masyarakat/organisasi lingkungan) dapat melaporkan kepadapihak
yang berwenang untuk diselesaikan melalui pengadilan supayadiproses secarapidana.



Penerapan RJ dengan model pertemuan restoratif (Restorative Conferencing)

menimbulkan akibat hukumterhadap status perkara TPLH

berupa

� penghentian penyidikan untuk menghindari sanksi pidanadan mengurangi
penumpukan perkaramelalui diskresi penegak hukumsepanjang memenuhi syarat
materil dan formil yang diatur dalamSurat Edaran Kapolri No 8Tahun 2018Tentang
Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan RestorativeJustice,

tetapi

TPLH umumnyamenimbulkan kerugian ekonomi dan ekologis serta konflik sosial yang
menyulitkan penegak hukummemenuhi keduasyarat tersebut.

Pemenuhan syarat ini bertujuan agar tidak memunculkan keberagaman
administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik
sertapenyimpangan dalampelaksanaannya.



Pertemuan restoratif (Restorative Conferencing)

sebagai sebuah model penyelesaian TPLHdi luar pengadilan

sebaiknya

menjadi pilihan utamabagi penegak hukum (Polisi dan PPNS) untuk menuntut pertanggunjawaban
pelaku dengan meminta bantuan mediator sebagai wasit yang menampung keinginan para pihak.

Keuntungan menerapkan model ini:

� penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilaksanakan secaraefisien dan berorientasi
padapengembalian kondisi korban seperti semula berupaganti kerugian dan/atau tindakan
pemulihan lingkungan yang rusak/tercemar sebagai wujud keadilan ekologis.

� memberikan jaminan pengembalian kelestarian fungsi lingkungan hidup

� menempatkan hukum pidana sebagai ultimumremidium bukan saranahukumyang bersifat
primum remidium.



Eksistensi keadilan restoratif saat ini
dilaksanakan melalui diskresi penegak hukum.

disarankan kepadapemerintah dan DPR
untuk merumuskan aturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidanasecara limitatif terkait jenis tindak pidanayang dapat diselesaikan melalui restoratif

sehingga
� memberikan kepastian tentang batasan tindak pidanayang dapat diselesaikan

secara restorative justice,
� mengimplementasikan penegakan hukum terpadu yang diatur Pasal 95

UPPLH.

Kasus lingkungan
sebaiknyadimasukan sebagai tindak pidanayang bisadiselesaikan secara restoratif

supaya berakibat hukum pada:
� penghentian penyidikan
� diikuti tanggung jawab membayar ganti kerugian dan tindak pemulihan lingkungan
sebagai alternatif

menghindari sanksi pidanadan penumpukan perkara di pengadilan.



Tujuan Pemidaan � UU No. 1/2023 tentang KUHP

Sistem Hukum Pidana:

mengandung nilai-nilai Pancasila

hukum pidana tersebut yang berorientasi pada

� nilai-nilai “ Ketuhanan YME” ,

� yang ber-” Kemanusiaan yang adil dan beradab” ,

� yang mengandung nilai-nilai “ persatuan” (tidak membedakan suku/golongan/agama,
mendahulukan kepentingan bersama),

� yang dijiwai nilai-nilai “ kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”
(mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara
bijaksana/musyawarah/ kekeluargaan), dan

� yang ber-” keadilan sosial” .

Hal ini akan terkait juga

� mengenai pemidanaannya.



Tujuan Pemidanaan: Pasal 51 KUHP-2023,

� mencegah dilakukannya Tindak Pidanadengan menegakkan normahukumdemi pelindungan dan
pengayoman masyarakat;

� memasyarakatkan terpidanadengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi
orang yang baik dan berguna;

� menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta
mendatangkan rasaaman dan damai dalam masyarakat; dan

� menumbuhkan rasapenyesalan dan membebaskan rasabersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP-2023:

pemidanaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia



Pemidanaan

� dijatuhkan dengan lebih adil,

� tercapainyakeadilan sosial yang berlandaskan ke-Tuhan Yang Maha Esadalam persfektif Pancasila.

� dalam rangka kebahagiaan umat manusia, sehingga menentukan pemidanaan bagi seseorang tentunya
harus mendapatkan pembenarannya dari moral, budayadan rasio masyarakat.

� melibatkan hakekat kemanusiaan,

sehingga

semua pihak yang terlibat dalam pemidanaan, selalu mengkaji dengan cara seksama, dan
berpangkal tolak pada pusaran keadilan.

Keadilan

yang berpasangan dengan kepastian dan kemanfaatan memberikan kontribusi dalam
capaian kebahagiaan umat manusia.



Hakimdalam menjatuhkan pemidanaan (Pasal 54 KUHP-2023)

wajib mempertimbangkan:
� a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

� b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

� c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

� d. Tindak Pidanadilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

� e. cara melakukan Tindak Pidana;

� f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan TP;

� g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku TP;

� h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

� i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluargaKorban;

� j. pemaafan dari Korban dan/atau keluargaKorban; dan/atau

� k. nilai hukumdan keadilan yang hidup dalam masyarakat.



Pasal 118 KUHP-2023:
Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

a. pidana pokok; dan
b. pidana tambahan.

Pidanapokok: (Pasal 119 KUHP-2023)
� berupapidana denda.

Pidana tambahan (Pasal 120 KUHP-2023)
a．pembayaran ganti rugi;
b．perbaikan akibat Tindak Pidana;
c．pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
d．pemenuhan kewajiban adat.
e．pembiayaan pelatihan kerja;
f．perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
g．pengumuman putusan pengadilan;
h．pencabutan izin tertentu;
i． pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
j． penutupan seluruh atau sebagian tempat usahadan/atau kegiatan Korporasi;
k．pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usahaKorporasi; dan
l． pembubaran Korporasi.



Pidanatambahan bagi korporasi berupa:

a．pencabutan izin tertentu;

b．penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;

c．pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usahaKorporasi

dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun.

jika

Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa:

a. pembayaran ganti rugi;

b. perbaikan akibat Tindak Pidana;

c. pelaksanaan kewajiban yangtelah dilalaikan;

d. pemenuhan kewajiban adat.

e. pembiayaan pelatihan kerja;

maka

kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksauntukmemenuhi pidana
tambahan yangtidakdipenuhi.



Pidana dendayang dijatuhkan kepada Korporasi (Pasal 121KUHP-2023)

yakni

yaitu paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Tindak Pidanayang dilakukan diancam dengan:

a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi
adalah kategori VI atau paling banyak Rp.2.000.000.000,00(duamilyar rupiah);

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun,
pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah); atau

c. pidanamati, pidanapenjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling lama20(dua
puluh) tahun, pidanadendapaling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau
paling banyak Rp.50.000.000.000,00(limapuluh milyar rupiah).



Pidana denda yang dij atuhkan kepada kor por asi (Pasal 122 K UHP-2023)
waj ib dibayar dalam j angka waktu ter tentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan
menentukan pembayar an pidana denda dengan .

Namun demikian,
j ika pidana denda tidak dibayar dalam j angka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan
K or por asi dapat disita dan dilelang oleh j aksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar .

Jika dalam hal kekayaan atau pendapatan K orporasi
tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda dimaksud, K or por asi dikenai pidana
pengganti ber upa pembekuan sebagian atau selur uh kegiatan usaha K or por asi.

kor por asi dapat dikenakan pidana tindakan (Pasal 123 K UHP-2023)
� pengambilalihan K or por asi;
� penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
� penempatan K or por asi di bawah pengampuan.

K etentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata car a pelaksanaan pidana dan tindakan bagi K orporasi (Pasal 118 s/d
Pasal 123 K UHP-20123) diatur dengan



UUPPLH UUNo.1/2023

PidanaPokok -> Denda

PidanaTambahan -> 119
terhadap badan usaha dikenakan
pidana tambahan atau tindakan tata tertib
berupa:
a．perampasan keuntungan yang

diperoleh dari tindak pidana;
b．penutupan seluruh atau sebagian

tempat usahadan/atau kegiatan;
c．perbaikan akibat tindak pidana;
d．pewajiban mengerjakan apa yang

dilalaikan tanpahak; dan/atau
e．penempatan perusahaan di bawah

pengampuan paling lama3 (tiga) tahun.

Pasal 118 KUHP-2023:
� pidanapokok � 119 : Denda
� pidana tambahan � 120

a．pembayaran ganti rugi;
b．perbaikan akibat Tindak Pidana;
c．pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
d．pemenuhan kewajiban adat.
e．pembiayaan pelatihan kerja;
f． perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari

Tindak Pidana;
g．pengumuman putusan pengadilan;
h．pencabutan izin tertentu;
i． pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
j． penutupan seluruh atau sebagian tempat usahadan/atau

kegiatan Korporasi;
k．pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha

Korporasi; dan
l． pembubaran Korporasi.

Pidanabagi Korporasi



Terima kasih


